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ABSTRAK

Perdangangan manusia (human trafficking) merupakan masalah yag sangat kompleks.
Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan sangat
rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai
upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek ini terus berjalan. Hukuman
adalah sanksi dari sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang
yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman
lain dari pihak berwajib. Danksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa
yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau
tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi
pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku
kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu
ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang mempengaruhi menurut
Undang — Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Manusia (human trafficking) adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utan atau member bayaran atau
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
lain tersebut,baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, unfuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan oran tereksploitasi.

Tujuan penelifian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui maraknya
perdagangan manusia (human trafficking) yang terjadi di Indonesia dan mengakibatkan
banyaknya para perempuan dijadikan para pekerja seks komersial, demikian pula
perdagangan terhadap anak. Supaya kita menjaga lingkungan yang ada di masyarakat agar
tidak menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan keadaan ekonomi yang kian
memburuk.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian (Zibrary reaserch), yaitu mengadakan
penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku — buku yang diperlukan dan
dipelajari. Karenanya penelitian ini menekan pada data - data yang dihhsilkan buku — buku
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikin sifat
penelitian ini analisa deskriptif adalah suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan
keadaan subjek atau objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta — fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya.

Kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah faktor yang sangat mempengaruhi
dalam upaya penghapusan perbudakan yang telah ada sejak Zaman Nabi Muhammad SAW.
Semangat menghapus perbudakan terus menggelora dalam literature hukum islam. Salh satu
bukti yang sangat nyata adalah pilihan hukuman bagi pelanggar ajaran islam adalah
Memerdekakan Budak. Kemudian secara fisik maupun mental merupakan perbuatan yang
disebut Kekejaman dan Pelanggaran terhadap Nilai Humanisme, yang bisa di Qiyaskan
dengan istilah kata tidak memeliki kesadaran terhadap sesema yang menjadi masalah utama.



MOTTO
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Sesungguhnya Allah menyeru (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,member
kepda kaum kerabat,dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusnhan.
Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(Q.S An-Nahl : 90)
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Pengtertian judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap proposal skripsi ini, terutama
mengenai judul proposal skripsi ini yakni Hukuman Bagi Pelaku Perdagangan
Manusia (Human Trafficking) Dalam Pandangan islam Dan Hukum Pidana di
Indonesia, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi oprasional

pada istilah yang dipakai dalam penulis proposal skripsi ini :
Adapun istilah — istilah tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Hukuman

Hukuman adalah sanksi dar sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan
akibat dalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memproleh sanksi baik
masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana
merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nasta yang di ancamkan atau
dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana
yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana
pada dasamya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari plaku
kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai

suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.’

' Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidama I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 201 b, h
81



2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan,
dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatun tidak sengajaan seperti
yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang
tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektii
maupun upsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan umtuk
melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena

gerakkan oleh pihak keti ga?
3. Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Temtang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, pedagangan manusia (human trafficking)
adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atan posisi remtan, penjeratan utang ataw memberi
bayaran atau manfaat, schingga memperoleh persefujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
maupun antar negara, uniuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

tereksploitasi

2 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jekarta : Ghalia Indonesia,
1985), h. 108.



4. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian daripada keselurvhan hukum yang berlaku di

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 2

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah

_ melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

¢. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

tersebut.
5. Hukum Islam
603 i Ta 51 U aaldehi gty slessh o i
Artinya:

“Titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf

yang mengandung tuntutan atau pilihan atau penetapan 4

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman

manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnzh untuk mengatur kehidupan manusia

3 Muljatno. Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Renika Cipta, 2002), h. 1
4 Abdul Wahab Xhatab, Uskul Figh, (Kairo; Maktabah Tijarish al-Kubro, 1423 H), h. 100



yang berlaku secara umiversal, relevan pada setiap zaman {waktu) dan tempat

(ruang) manusia.’

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah :
1. Secara objektif

a. Karena maraknya masalah perdagangan manusia (human trafficking)
yang terjadi .di JIndenesia dan mengakibgikan hanyakpya para .
perempuarf ‘dijadiken menjadi para pekerja seks komersial, demikian

pula perdagangan terhadap anak.

b. Agar masyarakat memshami faktor apa yang mengakibatkan
perdagangan manusia itu terjadi dan bagaimana masyarakat menjaga
anak maupun saudara mereka agar tidak menjadi korban perdagangan

manusia dikarenakan sulitnya keadaan ekonomi
2. Secara subyektif

a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penyusun

pelajari di Fakultas Syari’ah jurusan Jinayah Siyasah

b. Literatur dan bahen-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi
ini tersedia di perpustakaan, maupun toko-toko buku sehingga

memudahkan penulis dalam meneliti permasalahan ini.

% Said Aqil Husin Al-Munawar, Hukum Jslam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadan,
2005), h. 6



C. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini sering didapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual
atau biasa disebut dengam human tra_ﬁicking. Terutama pada wanita untuk
perzinaan atau dipekerjakan tanpa upah. Tentunya ini semua tidak sesvai dengan
syari’ah dan norma-norma yang berlaku, Kemudian bila kita tinjau ulang ternyata

manusia-manusia tersebut berstatus merdeka. &

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan masalah yang sangat
kompleks. Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang
mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat fokal maupun internasional,
yang sulit dipantau aparat, Berbagai upaya preventif telab dilakukan, namun

hingga kini praktek kejahatan ini terus berjalan.

Lahimya DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) penganiayaan |
secara fisik mauvpun mental, perbudakan, memperdagangkan orang dan
mengeksploitasi orang lain, merupakan perbuatan yang disebut kekejaman dan
pelanggaran terhadap nilai humanisme. Dalam hukum Islam, frafficking meski

dalam prakteknya jelas lebih kompleks, bisa digiyaskan dengan perbudakan.

Upaya penghapusan perbudakan tefah ada sejak zaman Nabi Muhammad
SAW. Semangat menghapus perbudakan terus menggelora dalam literatur hukum
Istam. Salah satu bukti yang sangat nyata adalah pilihan hukuman bagi pelanggar

ajaran Islam adalah memerdekakan budsk. Kemudian Nabi Muhammad

*Faqihuddin Abdul Qodir, dkk., Figh Anti Trafficking; Jawaban atas Berbagai Kasus
Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, (Cirebon, Fahmina Instito,
2006),h. 71



menguraikan banyak hal, termasuk begaimana seharusnya dalam membebaskan

budak.

Allah menyuruh kepada pemilik budak agar memberikan kesempatan
kepada budak mereka yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan dengan
menebus dirinya dengan harta, bilamana budak itu bermaksud baik juga punya
sifat jujur dan amanah, baik pembayaranya secara berangsur atau kontan. Ini
adalah spatu cara yang disyari‘atkan Islam untuk melenyapkan perbudakan, sebab
pada dasarnya Islam tidak mengakui perbudakan karena bertentangan dengan
perikemanusiaan dan bertentangan pula dengan harga diri seseorang yang dalam

Islam sangat dihormati.

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan, sehingga anak
Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung, seperti akal untuk berfikir,
kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang tidak
dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnmya. Tatkala Islam memandang manusia
sobaga pemilik, maka hukum asaloys ia tidak dapat dijadiken sebagai barang
yang dapat dimiliki atau diperjualbelikan. Hal ini berlaku jika manusia tersebut
berstatus merdeka, tetapi di zaman modern ini tidak ada manusia yang tidak

merdeka,

Perbudakan, dalam arti zaman jahiliyah, disepakati ulama untuk
diharamkan. Tidak berarti perbudakan kemudian lenyap. Perbudakan era jahiliyah
kini menjelma dalam bentuk #afficking atau perdagangan manusia untuk

kepentingan bisnis prostitusi yang dikelola sangat rapi oleh jaringan mafia

7 Thabathaba®i, al-Mizan fiy Tafsir al-Qur"an, Juz XIII, (Beirut: Mu'assasah al-Islamiy Li
al-Mathbu’at, t£), b, 152



internasional. Sebagaimana perbudakan berbau seks yang terjadi pada masa Nabi

dilarang yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 33:

PR * D _6“‘ - - " e m -, 'ip-_,”-’
L LT 058502 fplls etlied on &1 0id (55 B85 Dputgr ¥ Gl cainiads
- & oa . _.“d - &3 h‘ . > - - 4 - Li ook 5 i,
G5 W80 aoll B JC 13 (aflis (5 o p2ale f s (S0 S0

- 2, - E, o - - X, . - - e, W o, A -y & T
8 Siasd o AT agelf g Lok e o T o i T S
Artinya
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendakiah menjaga
kesuclan (dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-
Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian,
hendakiah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada
kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari
harta Allah yang dikaruniokan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa
budak-budak wanitamy untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.
dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhrya Allah adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka
dipaksa itu” (QS An Nur : 33)

Dengan memperhatikan ayat di atas, trafficking harus diharamkan, dan
semua yang terlibat didalamnya berdosa. Pengharaman trafficking tentn bukan
tanpa alasan. Akan tetapi penghe.araman saja belumliah cukup. Bagi pelakn yang
melakukan trafficking juga harus diberi sanksi yang dapat mencegah terulanginya

perbuatan ini.

Hukuman yang diberikan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
pidana oleh pelaku, Sebab disamping dapat dikategorikan sebagai kejahatan
kemanusiaan kerena merampas dan mencdai hak-hak dasar manusia, juga

mengancam dan merusek tetanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti

" Departemen Agama, Al-Qur"an dan Terjemahannya, (Semarang: Thoha Putra, 1989)h.
549



keadilan, kesetaraan, kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi

dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan ideal.

Trafficking atau perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak
merupakan jenis perbudakan pada masa modern telah menjadi isn besar yang
menjadi perhatian regional dan global. Diperkirakan tiap tabun ada dua juta
manusia diperdagangkan di dunia ini dan sebagian besarnya adalah anak dan

perempuan.

Dalam kacamata hukum Istam, hukum diturunkan, pasti memiliki tnjuan
untuk kemaslahatan manusia. Hukum ada bukanlah untuk dirinya melainkan
untuk kehidupan manusia di dunia. Maka dari itu, agama Islam membawa ajaran
yang memiliki dinamika yang tinggi. Hukum-hukumnya berakar pada prinsip-
prinsip universal yang mencakup atau meliputi sasaran atau keadaan yang sangat
luas. Produk hukum apapun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur

mastahat yang tercakup dalam daruriyat alkhamsah.’

Syari’ah adalah segala ketentusn Allah yang disyariatkan bagi hamba-
hambanya baik yang menyangkut akidsh, ibadah, akhliak, maupun muamalah.
Indonesia menjadi pemasok utama jaringan perdagengan perempuan dan anak
dengan tujuan eksploitatif pelacuran dan pornografi, pengemis, pekerja rumah
tangga, perdagangan obat terlarang, pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan

perkawinan transnasional.’®

® M. Ma’ruf ad-Dawaliby, Al-Madkhal Hla Hm Al-Ushul, (Irak: Dar Al-flm, 1385/1965 M),
h. 309

® yyhaya S. Praja, Filsafat Hukum Isiam, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UJ, 1995), h.
10



Magashid alsyari’ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan
kepada umat manusia. Kemaslahatan ummat sama dengen istilah magqashid
alsyari’ah adalah Sesungguhnya syariat itu diturupkan untuk merealisasikan

maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan diniyah dan duniawiyah secara

bersama-sama.'!

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran salah satu ayat yang menyatakan
bahwa hukum Islam itu difurunkan mempunyai tujuan kemaslabatan bagi

manusia. . (Q.S. Al-Maidah : 15-16)

- ’ 2
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Artinya
“Hai ahli kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami,
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan,
dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesunggubnya ftelah datang
kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab
itulah Allah menunjuli orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke
Jjalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-
orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan
seizin-Nya, dan merunjuki mereka ke jalan yang lurus” (QS Al Maidah :

15-16)

Hukum tidak dapat dipisahkan dari hal lain dari hukum dan signifikansinya

dalam formulasi hukum adalah kaitannya dengan fungsi. Hukum adalah norma

It Asafari Jaya Bakri, Konsep Magashid al-Syari’ah Menurut Asy-Syatibi, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996), h. 64
12 Departemen Agama, al-Qur"an dan Terjemahannya, Loc. Cif, h. 161.
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yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu yaitu

keadilan.”

Hadirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 merupakan angin segar bagi
penegakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penegakan hukum yang
berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia. Kata rrafficking, dewasa ini
sangat populer. Seteleh UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) diundangkan pada
tanggal 19 April 2007, jelaslah sudah frafficking adalah perdagangan orang,

yakni:

“Serangkaian tindakan perckrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindaban, atau penerimean seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasam, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat, schingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan
di dalam pegera maupun antar negara, unfuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi” (Pasal 1 Ayat 1)

Meskipun sanksi pidananya sangat jelas, penjara 3-15 tahun dan denda Rp.
120-600 juta (Pasal 2-6), namun angka trafficking tidak menunjukkan penurunan.
Hal yeng demikian ini, sangatish memprihatinkan, Dan dalam pasal 7

menyebutkan bahwa:

Ayat (1) menyebutkan Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan
korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya
yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6.

13 Satjipto Rabarjo, fmu Hukum, (Bandung ; alumni, 1988), h. 26
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Ayat (2) menyebutkan Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dam paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang
menyebutkan mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang. Dianteranya

terdapat pada:

1. Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimasn seseorang devgan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidava dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tabun dan paling lama 15 (lira belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidapa yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik
Indonesia atau dicksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dva puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3.Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke Juar wilayah negara
Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Iuar wilayah
negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lixna belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rapiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
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4, Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan
sesuatu atau memberiken sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 {enam ratus juta rupiah).

5.Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri
dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.600.000,00 (enam ratus juta rupiah).

6. Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat,
gangguan jiwa berat, penyakit menuler laionya yang membahayakan
jiwanya, kehamilan, atau terganggu atan hilangnya fungsi reproduksinya,
maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5, dam Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara
seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terutama terkait pengaturan
hukumoan bagi pelaku perdagangan manusia (human trafficking) dalam pandangan
hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, maka penulis tertarik untuk

mengkajinya secara mendalam dalam bentuk skripsi.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi

permasalahan skripsi ini adalah

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (human
trafficking) menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (human

trafficking) menurut hukum Istam?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan pepelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Ingin mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia
(human trafficking) menurut hukum pidana Indonesia
b. Ingin mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia

(human trafficking) menurut hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian
Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam
pengembangan hukuman khususnya yang berkaitan dengan perdagangan
manusia (human trafficking) baik yang diatur dalam hukum pidana

Indonesia maupun hukum Islam
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b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan penelitian

selanjutnya
F. Metode Penclitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam
penelitian ini, perln adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data,

antara lain sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis Library Research, yaitu mengadakan
penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang
diperiukan dan dipelajari,™®

Karenanya penelitian ini menekan pada data-data yang dibasitkan buku-
buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian
ini. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku

literatur baik yang bersifat primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian
Adapun dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud
dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dengan menggabarkan
dan melukiskan keadaan subjek atau objek, serta kondisi pada sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

“Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta: Sumbangsib, 1975),
h.2
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3. Sumber Data
Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dalam hal
ini yakni buku atan literatur asli yang menerangkan pidana
perdagangan manusia (hwman trafficking) menurut hukum pidana

Indonesia dan hukum Islam.

b. Data Sekunder : yaitu buku yang bersifat sebagai pendukung, yakni

buku yang menerangkan literatur asli tersebut.
4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan diperlukan, penulis menggunakan

metode pengumpulan data sebagai bertkut :

a. Mengadakan penelitizn melalu buku-buku referensi yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Mengumpulkan data-data dari buku yang terdapat di perpustakaan,
baik yang bersifat primer mavpun sekunder yang memuat masalah
perkembangan zaman, terutama di abad modemn ini yang berkaitan
dengan bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia
(human trafficking) menurut hukum Isitam dan hukum pidana di

Indonesia

¢. Mengklasifikasi data-data yang terdapat dalam buku-buku referensi.
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5. Metode Pengelohan Data

Metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu

metode lain yaitu :

a. Pemeriksaan Data (editing)
Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul
melaiui studi pustaka, dokumen sudah dianggap relevan dengan

masalah, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (coding)
Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh,
baik berupa penemuan ataupun penggunaan tanda atau simbol atau
kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi
data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan

data secara sempurna, memudsh rekontruksi serta analisa data.

¢. Rekontruksi Data (reconstructing)
Rekontruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur,

berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan interprestasikan.

d. Penyusunan atau Sistematisast Data
Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara
sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi

data dan urutan masalah, '

15 Abdul Xadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), . 91
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6. Metode Analisa Data

Setelah data terhimpun penelitian perpustakaan (Library Research), maka
penulis menganalisis data menggunakan data kualitatif dan dibantn dengan

data kuantitatif, dengan metode kualitatif sebagai berikut :

a. Metode Dedukiif, yaitu cara berfikir berangkat dari pengetahuan yang
sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengertian yang umum kita

hendak meneliti sesuatu kejadian-kejadian yang sifatnya khusus.'®

Yang penulis maksud dengan metode ini adalah setelah penulis
mengambil pepgertian yang bersifat umum, kemudian penulis
memberikan pembabasan dan penjabaran lebih lanjut dengan menulis
beberapa data hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam beberapa

bab sampai ditemukan beberapa kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif, yaitu cara berfikir dari fakta-fokta peristiwa yang
konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut
ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum
Maksudnya yaitu mula-mula mengemukakan faktor-faktor yang
bersifat khusus kemudian dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan

yang bersifat umum
¢. Metode Komperatif, yaitu membandingkan beberapa pendapat yang
berlainan dan mengambil pendapat yang sesusi, kuat dan

mengguanakan argumentasi.

% Sutvisno Hadi, Methodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM, 1995), h. 36



BAB II
TRAFFICKING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
A. Pengertian Trafficking
1. Trafficking

Definisi  trafficking adalah perckrotem, pengiriman, pemindahan,
penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan
kekerasan aatau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan penipuan, kecurangan,
penyalahgunaan kekuasaan atan posisi rentan, atau member, menerima bayaran
atay manfaat untuk memperoleh ijin dari orang-orang yang mempunyai

wewenang atas orang lain untuk tujuan ekploifasi. .

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia fidak ada definisi yang
jelas mengenai frafficking tapi penulis mendefinisikan frafficking sebagai
perdangan orang. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang
berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan
memperdagangkan menjual beli secara niaga. *

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia adalah setiap tindakan
mengerahkan atau mengajak, mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke
tempat yang lain, menyerahterimaken perempuan kepada orang lain atau

sekelompok orang atau agen untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hak

! Sari Dian Kartika, Perdangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinfuan
Hikum, (Jakarts : 2008, PT Sinar Grafika), h. 5

? Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Takarta ; Balai Pustaka, 1988), h. 180
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asasi manusia dan kemanusian, ekploitasi sehingga memberikan keuntungan

kepada orang atau kelompok tersebut, misalnya :
a. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan mereka kepada mucikari

b. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan mercka kepada agen
tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan

hukum den jaminan perlakuan manusiawi
¢. Diambil organ tubuh.

Trafficking diartikan semua tindakan dan tindakan tfersebut meliputi
perekrutan, transportasi di dalam aten melintasi perbatasan, pembelian, penjualan,

bukti transfer, atau penampungan dari seorang dengan :

a. Melibatkan penggunaan penipusan, paksaan (termasuk penggunaan atau

ancaman kekerasan atau penyalahgunaan wewenang).

b. Untuk tujuan menempatkan atau menahan orang tersebut, baik untuk
membayar atau tidak, dalam perbudakan yamg penuh pemaksaan
(domestik, seksual aiau reproduksi), yang berlaku atau tenaga kerja
terikat, atan dalam kondisi seperti perbudakan, dalam acommunity lain
dari satu di mana orang tersebut tinggal pada wakiu penipuan asli,

pemaksaan.

Perdagangan manusia (rraffiking) adalah perckrutan, pengangkutan,
pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui pepggunaan
ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan penculikan,

kecurangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi remtan atau
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memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari
seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebui, untuk tujuan
eksploitasi n.mncakup paling tidak, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau
bentuk lain eksploitasi seksual, ketja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau
praktekpraktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan

organ tubuh.
2. Bentuk-Bentuk Trafficking

Ada beberapa bentuk Trafficking manusia yang terjadi pada perempuan dan

anak-anak yaitu 3
a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekegja
sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau
pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlisn tetapi kemudian dipaksa bekerja
pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain,
berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks
tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang

di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
b. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke
dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib

yang sengat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau

3 Bulletin Blakasuta, Memihak Xorban Trafiking; Fenomena Perdagangan Perempuan di
Wilayah IIT Cirebon, (Cirebon; Fahmina, 2004), b, 1.
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yang dikurangi, ketja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun
psikologis, penyerangan seksual, tidek diberi makan atau kurang
makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk
melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan
dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba
melarikan diri.

. Bentuk lain dari kerja migran

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang
lainonya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan
keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa
dari buruh migran ini dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan
berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama
sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui

jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

. Pekerjaan di tempat konstruksi, perkebunan dan lainya dengan tanpa
upah.

. Beberapa Bentuk buruh atau pekerja anak

Behberapa (tidak semua) anzk yang berada di jalanan untuk mengemis,
mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan

telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

£ Trafficking penjualan bayi baik di luar negeri ataupun di Indonesia.
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Beberapa buruh migran Indonesia (TKY) ditipu dengan perkawinan palsu
saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan
bayinya untuk diadopsi itegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga
Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu

tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Trafficking (Perdagangan Orang)

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya srafficking di antaranya
adalah *

a. Kuramgnya Pendidikan

Buta huruf dan pendidikan rendah merupakan salah satu faktor yang turut
menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan perempuan. Minusnya
pengalaman menyulitkan para gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan
Jain atau jalan lain agar dapat menghidupi keluarga mereka. Dengan
pendidikan yang rendah dan tingkat melek huruf yang rendah
m itkan mereka dalam menghadapi perempuan, ketika para gadis
muda ini dieksploitasi dan dibadapkan kontrak kerja yang merugikan

mereka.
b. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan

strategi penopang kehidupan pada anak perempuan mereka, termasuk

4 Tolksh, Aspek Hukum Perdagangan Perempuan den Hubungannya dengan
Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang, (Semarang: Pusat Pengabdian Masyarakat TAIN
Walisongo Semarang, 2005), h. 43
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bermigrasi untuk bekerja. Pekerjaan sebagai buruh migran sangatlah

rentan dengan trafficking.
. Perempuan Tulang Punggung Keluarga

Suami yang merupakan kepala keluarga berkewajiban mencukupi
kebutwhan keluarga, Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
menjadikan sesuatn berbalik arah, tidak jarang wanita yang harus
menjadi tulang punggung keluarga. Kejadian ini yang turut memicu

terjadinya trafficking.
. Kehilangan Jati Diri

Kehilangan jati diri dapat disebabkan beberapa hal, karena putus asa,
diperlakukan tidak adil, diperkosa, korban asmara dan lain-lain. Dengan
adanya kejadian ini kondisi psikis kaum perempuan maupun anak

keadaan psikologinya tergoncang.
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam keluarga, anak tidak hanya diharapkan untuk menghormati dan
mematuhi orang tuanya, tetapi membantu mereka juga. Wujud bantuan
itu beragam, mulai menjaga adik, membantu kerja di ladang sampai
beketja penuh waktu. Terdapat data yang mengatakan bahwa di
Indonesia 8,3 % anak yang berumur antara 10-14 tahun dan 38, 5 % anak

yang berumur 15-19 tahun bekerja di Juar rumah.Banyaknya bentuk
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perburuhan anak tersebut yang dapat disebut sebagai perdagangan

diakibatkan adanya kekerasan dalam keluarga.’
. Pernikahan Dini

Gadis yang menikah hanya sedikit mengecap pendidikan, biasanya
mercka akan berhenti sekolah setelah menikah, Pasangan muda ini,
mengalami tingkat perceraian yang tinggi,' sehingga para perempuan
tersebut rentan terhadap perdagangan, karena mereka harus menanggung
beban kehidupannya sendiri dan anak-anak mereka buah perkawinan

yang sudah bercerai berai.
4. Modus Perdagangan Orang

Pengaturan tentang perdagangan orang harus ditafsirkan sebagai bentuk
perlindungan dari negara kepada warga negaranya dan sebagai upaya untuk
menjamin hak asasi manusia, teratama terhadap anak. Anak merupakan tunas,
potensi, dan generasi pemerus bangsa, yang memiliki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat kbusus menjamin eksistensi bangsa dan negara pada

masa depan.

Melindungi anak berarti melindungi manusia, dan melindungi manusia
berarti langkah untuk membangun manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, masalah
perlindungan manusia adaleh sesuat yang kompleks dan menimbulkan berbagai

macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara

* Trwanto Nugroho F & Imelds, Perdagangan Anak di Indonesia, (Yakarta: 1LO, 2001), h.
28
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perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan menjadi tanggung jawab

bersama antar kita,5

Perlindungan anak adalah svatu hasil interaksi antara fenomena yang ada
dan saling mempengaruhi. Ole.h sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya
perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus
memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting

dalam terjadinya perlindungan anak,’

Perdagangan manusia terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia ter;lapat
pengakuan bahwa bentuk-benfuk perburvhan eksploitatif sektor informal,
perburuhan anak, perekrutan untuk industri seks, dan perbudakan berkedok
pernikahan, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perdagangan manusia dan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan individu yang terlibat.

Berikut ini beberapa bentuk perdagangan manusia yang kerap ditemwui

kasusnya di lapangan seperti :*

a. Pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk eksploitasi seksual anak
(pedofilia)

b. Menjadi buruh migran baik legal maupun illegal

c. Adopsi anak

d. Pekerja jermal

e. Pekerja rumah tangga (PRT)

f. Pengemis

: Shanti Dellyana, Wanitz dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 13.
Ibid,h. 15
® Herlina, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan
Bay!, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip, 2005), k. 59.
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g. Industri pomografi

h. Pengedaran obat terlarang
i. Penjualan organ tubuh

j. Sebagai penarl

k. pengantin pesanan

Para pelaku tersebut dalam menjalankan aksinya selalu mencari korban-
korban seperti; perempuan dan anak dari keluarga miskin di kota atau pedesaan,
perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi, keluarga
yang terjerat utang, perempuan hamil di luar nikah, perempuan atau laki-laki yang
terpaksa menjadi orang tua tunggal karema perceraian atau disebabkan salah
satunya meningga dunia, perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan

antar negara dan lain sehagainya.”

Kriminalisasi Perdagangan Orang di Indonesia Kejabatan senantiasa
membayangi kehidupan manusia karena ia merupakan masalah sosial dan akan
tetap menjadi urusan manusia sepanjang masa. Sebagai masaleh sosial, kejahatan
merupakan suat: fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh
dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat
kompleks. Kejahatan harus ditanggulangi karena apabila tidak ditanggulangi

dapat membawa akibat-akibat antara lain 10

a. Mengganggu atau merusak dan merintangi tercapainya tujuan nasional

b. Mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional.

? Ibid. h. 61
1® Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980}, h. 99
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B. Aspek Pidana Trafficking dalam Hukum Pidana Indonesia

Konsep mengenai frafficking (perdagangan orang) ada dalam pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, disebutkan bahwa:

Perdagangan Orang adaleh tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pepgiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atan memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
yang dilaknkan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan,

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungean,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalehgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk
tujuan menpeksploitasi orang tersebut di wilayah pegara Republik
Indonesia dipidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tige) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tabun dan pidana denda
paling sedikit Rp120.600.000,00 (seratus duz puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang berbicara khusus mengenai
trafficking beserta sanksinya, ada beberapa undang-undang yang mengatur sanksi

bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Dalam KUHP sendiri ada beberapa pasal yang mengatur perdagangan orang

meskipun masih banyak kekurangan. Diantaranya yaitu, pasal 297 dan pasal 328.
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Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya sementara, dengan maksud
untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum diancam dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun,"'

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada
beberapa pasal yang menyebutken mengenai perdagangan terhadap anak yaitu,
pasal 83 disebutkan setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dan pasal 85 disebutkan setiap orang

yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
menyebutkan beberapa pasal yang berhubungan dengan perdagangan orang
yaitu,pasal 74 (a) disebutkan siapapun dilarang mepekerjakan dan melibatkan
anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, (b) pekerjaan-pekerjaan yang terburnk

yang dimaksud ayat (a) meliputi :'*
(1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

(2) Segala pekesjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan
anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau
pezjudian.

W Muljatno, Kitab Undang-Undeng Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),
h. 169

2 Undang-Undang Nomor 13 Takun 2003 Tentang Ketenagakerjoam, (Jekarta: Sinar
Grafika, 2007), h. 33
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(3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediaken atau melibatkan
anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau

moral anak,

Tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pokok seperti yang diatur
dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 diatas, terdiri dari unsur

subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut :
(1) Unsur Subyektif

Orang yang mampu (bisa instansi maupun perorangan) yang melkukan

kejahatan perdagangan orang dan adanya kesalahan perbuatan.
(2) Unsur Objektif

Dikarenakan adanya perbuatan orang atau instansi dan akibat dari tindak

pidana perdagangan orang

Human Trafficking (kKhusunya anak dan perempuan) secara konseptual
adalah pemindahan dari dukungan sosial atau kelvarganya melalui proses
direkrut, dikirim, dipindabkan, ditampung, dan diterima oleh perscorangen atau
kelompok dengan menggunakan kekerasan, penculikan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang untuk tujuan eksploitasi
seksual, ponografi, kerja paksa, prostitusi dan bentuk-bentuk lain serupa
perbudakan. Secara sederhana, trafficking adalah sebuah bentuk perbudakan

modern.
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Eksploitasi yang dimaksudkan oleh undang-undang ini adalah tindakan
dengan atau tanpa persetijuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada
pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa
perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasi organ dan/atau
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak

lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tidak hanya orang, pamun juga dapat
berupa instansi. Dalam aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana
perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung maupun tidak Jangsung
yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 UU No.
21 Tahun 2007 tentang Tindek Pidana Perdagangan Orang. Dalam aspek sanksi,
terdapat dua jenis sanksi pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana

denda. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat.
C. Ketentuan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Orang
Landasan hukum perdagangan orang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan uwmum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia.
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2. Undang-Undang Dasar 1945 : menjamin warga negaranya untuk
menikmati hak asasinya, sekaligns memberikan perlindungan hukum,
juga jaminan hak untuk tidak diperbudak.

3. TAP MPR IV/1999 tentang GBHN. TAP MPR X/2001: untuk mengatasi
perempuan dan anak melalui penyusunan peraturan perundangan
nasional, ratifikast konvensi internasional, dan pembentukan rencana aksi

serta gugus tugas (task force).

4. Ditegaskan kembali melalui TAP MPR VI/2002.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan

perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasamya telah
teratur dalam KUHP khususnya pada Pasal 297 yaitu memperdagangkan
perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara paling
lama enam tabun.

Dalam Pasal 324 disebutkan bahwa barangsiapa dengan biaya sendiri
atau orang lain menjalankan perpiagaan budak atau melakukan
perbuatan perdagangan budak atau dengan sengaja turut campur dalam
hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-

lamanya dua belas tahun.

Ketentuan dalam KUHP ferscbut tidak merumuskan pengertian.

perdagangan orang yang tegas sccara hukum, apalagi dalam KUHP
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tersebut sanksinya terlalu ringan tidak seimbang dengan dampak yang
diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Untuk itu Perumus
RUU XUHP mengakomodir masukan para aktivis anti perdagangan
orang. Larangan frafficking dalam Pasal 297 KUHP kembali

dimasukkan dalam RUU KUHP, bahkan diperluas cakupannya
. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Disebutkan dalam Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh
perlindungan dari  kegiatan eksﬁloitasi dan pelecchan seksual,
penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

. Undang-Undang Nemor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang sdalah bentuk modem dari perbudakan manusia.
Perdagangan orang juga merupakan salah safu bentuk perlakuan

terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara
termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang
lainnya. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah
perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah
perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya
pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban

oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.
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Komitmen pemerintah Indonesia untuk turut serta memerangi kejahatan
frafficking dapat kita lihat atas usahanya membuat satu peraturan
perundang-undangan. Pada tanggal 20 Maret 2007 Pemerintah Indonesia
mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU

PTPPO).

Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa perdagangan orang adalah
tindakan perckrutan, —pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penserimaan seseorang dengan ancaman kekerasam,
_penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh perseiujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalsm negara mavpun antar negara, untuk tujuan

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian trafficking.
Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut,
memindehkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua: elemen sarana
(cara) unituk mengendalikan korban, yamg meliputi: ancaman,
penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan,
kecurangan, penyalahginaan kekuasaan atau posisi rentan atau
pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan
dari orang yang memepang kendali atas korban. Ketiga, elemen

tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atan



bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan,

penghambaan, dan pengambilan organ tubuh,

Dalam Undang-Undang ini sangat jelas digambarkan bahwa
perdagangan orang (human irafficking ) bukan suatu kejahatan pidana
biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan
dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori
bisa diambil dalam menafsirkan undang-undang tersebut, yaitu: pelaku
human trafficking bisa seseorang, kelompok orang/organisasi; perbuatan
tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan
penderitasn fisik dan psikis terhadap korban; korban trafficking
biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-
anak; prakiek trafficking telah membatasi babkan melanggar prinsip-
prinsip HAM karena pada dasamya manusia tidak untuk
diperdagangkan atau dikomersilkan.
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